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RPJMD Provinsi Maluku Utara 2014-2019 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)
tahunan dan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025, dan Peraturan
Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2013-2033
serta memperhatikan pula Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPIJMN 2010- 2014. Hal ini
sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD
Provinsi Maluku Utara 2005-2025 yang dikenal dengan Tahap Pengembangan. Pada tahapan ini
pembangunan Maluku Utara harus dapat dilaksanakan diberbagai aspek, yaitu: pengembangan investasi
dan pemasaran komoditas unggulan; pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana; pengembangan
tata kehidupan sosial budaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan pembangunan; pengembangan
sumberdaya manusia yang semakin berkualitas; dan pengembangan penguasaan dan pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknoologi.

RPJMDProvinsi Maluku Utara 2014- 019, dijadikan pedoman dalam:

1. Penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan perencanaan penganggaran;

2. Penyusunan RPJMD, Renstra SKDP, Renja SKPD dan RKPD serta perencanaan penganggaran
kabupaten dan kota se-Provinsi Maluku Utara;

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan

pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

RPJIMD PROVINSI MALUKU UTARA 2014-2019
BAB XI-PENUTUP



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA %

Capaian keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD sangat bergantung pada kesepahaman,
kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Maluku Utara,
Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Maluku Utara serta pemangku kepentingan di Provinsi

Maluku Utara dalam kurun waktu 2014-2019.

GUBERNUR MALUKU UTARA,

KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc
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